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ABSTRAKSI

TINJAUAN HUKUM TENTANG SISTEM PERJANJIAN KERJA SECARA
OUT SOURCHING DI »T. MATAHARI PUTRA PRIMA Tbk. PLAZA
MEDAN FAIR MEDAN

OLEH
ELISTINA Br. PA.
NIM : 05 840 0085
BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

Menariknya pembahasan atas perjanjian penempatan tenaga kerja secara out
sourching, karena perjanjian penempatan tenaga kerja secara out sourching diadakan
oleh pemberi kerja kepada penerima pekerjaan dengan beberapa tahapan. Perjanjian
kerja juga memberikan suatu sebab akibat kepaca para pihak untuk melakukan
presta-’, serta melakukan tuntutan wanprestasi apabila salah satu pihak tidak
melaksanakan prestasinya dan mengikibatkan kerugian kepada pihak lainnya.

Dengan uraian tersebut maka dapat dikatakan bahwa pembahasan di dalam
skripsi ini adalah tentang bagaimana akibat hukum yang diterbitkan dengan
ditandatangani perjanjian kerja secara out sourching dengan mengadakan penelitian
pada PT. Matahari Putra Pr'ma, Tbk Plaza Medan Fair Medan.

Adapun nermasalahan yang diajukan dalam penulisan skripsi ini adalah
Bagaimana terjauinya proses perjanjian ker a secara out sourching baik itu antara
perusahaan penerima tenaga kerja, perusahaan sub kontraktor dan pekerja sendiri
serta bagaimanakah pelaksanan pemberian perlindungan terhadap hak-hak tenaga
kerja yang ditempatkan secara out sourching.

Setelah dilakukan pengumpulan data secara kepustakaan dan melalui studi
lapangan maka diketahui pelaksanaan penempatan tenaga kerja secara out sourching
oleh perusahaan rekanan PT. Matahari Putra Prima Tbk. Dengan cara dilakukannya
kerjasama antara perusahaan penerima tenaga kerja yaitu PT. Matahari Putra Prima
Tbk. dengan perusahaan rekanan, selanjutnya perusahaan rekanan membuka
lowongan tentang jenis pekerjaan yang dibutuhkan. Atas adanya permohonan
tersebut maka dilakukan seleksi dan sclanjut hubungan kerja. Setelah selesai
pelaksanaan hubungan kerja maka diadakan penempatan tenaga kerja sesuai dengan
sebutuhan permintaan pangsa tenaga kerja perus:aan rekanan. Pelaksanaan
Perjanjian Kerja secara out sourching di PT. Matahari Putra prima, Tbk
Dihubungkan Dengan Hak-Hak Normatif Pekerja meliputi: Uang Pesangon, Uang
asa, Ganti kerugian, Upah serta Kelebihan jam kerja. Akibat hukum dalam
cenandatangan perjanjian kerja secara out sourching menurut hukum perdata, maka
oihak-pthak yang menandatangani perjanjian yaitu pekerja dan majikan terikat
vepada kesepakatan yang mereka buat. Apabila salah satu pihak ingin membatalkan
~erjanjian kerja maka pihak yang membatalkan harus memiliki persetujuan pihak

manya,
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BAB 1

PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia
seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, tertib
dan damai  berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk
mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara
terus-menerus usaha-usaha perbaikan di semua bidang tatanan kehidupan berbangsa
dan bernegara terutama di dalam mengisi era reformasi ini.

Salah satu sisi yang potensial sebagai modal dasar peningkatan pembangunan
yang secara langsung berpengaruh kepada peningkatan kesejahteraan rakyat banyak
adalah di bidang hukum perjanjian. Perkembangan hukumn perjanjian sedemikian
pesatnya sehingga dalam perkembangannya dikenal berbagai bentuk perjanjian itu
sendiri.

Di sisi lain pertumbuhan penduduk yang cepat dan tidak terealisasinya
kebutuhan akan lapangan pekerjaan dengan besarnya angka pencari kerja di Indonesia,
memberikan akibat bagi masyarakat pencari kerja untuk menempatkan posisinya pada
kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintahan di lapang an pekerjaan ini, yang salah
satunya adalah menernpatkan tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di negara asing.

Besarnya lapangan kerja yang harus disediakan, dan keterbatasan sumbangan
vang dapat diharapkan dari kenaikan elastisitas ketenagakerjaan dari Pendapatan
Domestik Regional Bruto (PDRB) di lain pihak, membuat pertumbuhan ekonomi
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perjanjian yang mencrangkan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak yang
terlibat dalam hal penempatan tenaga kerja secara out sourching.

Perihal out sourching muncul ke permukaan sebagai suatu alasan yang sangat
mendesak bagi dunia usaha dan juga penciptaan lapangan kerja. Bagi dunia usaha out
sourcl..ng merupakan suatu cara bagi pelaksanaan pengefisienan operasional
perusahaan, dimana manajemen perusahaan tidak lagi mengurus urusan internal yang
bisa diserahkan kepada pihak lain yaitu perusahaan out sourching. Sehingga dengan
adanya out sourching tersebut maka suatu perusahaan lebih terfokus uniuk melakukan
perbaikan terhadap kinerja dan produksi perusahaan.

Sedangkan bagi tenaga kerja penempatan tenaga kgrja secara out sourching
berarti membuka praktek kurang terlindungi hak-hak karyawan, karena karyawan
yang ditempatkan secara out sourching tidak secara penuh mendapatkan hak-haknya
di perusahaan dimana ia bekerja tetapi hak tersebut dipenuhi oleh perusahaan yang
menempatkannya. Dalam kondisi ini ia dapat kehilangen hak untuk menjadi karyawan
telap, dan ia berkedudukan har ya sebagai karyawan harian semata.

Perjanjian dalam Hukum Indonesia, yaitu Burgelijk Wetboek (BW) disebut
overeenkomst yang bila diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia berarti perjanjian.
Perjanjian mempunyai arti yang lebih luas daripada perjanjian. Perjunjian merujuk
Xepada suatu pemikiran akan adanya keuntungan komersial yang diperioleh kedua
nelah pihak. Sedangkan perjanjian dapat saja berarti social agreement yang belum

entu menguntungkan kedua belah pihak secara komersial.
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Salah satu sebab mengapa perjanjian oleh banyak orang c<clalu dapat
dipersamakan dengan perjanjian adalah karena dalam pengertian perjanjian
sebagaimana yang diberikan oleh Pasal 1313 KUE Perdata tidak miemuat kata
perjanjian dibuat secara tertulis. Pengertian perjanjian dalam Pasal tersebut hanya
menyebutkan sebagai suatu perbuatan dimana 1, (satu) orang atau lebih mengikatkan
dirinya terhadap 1 (Satu) orang lain atau lebih.

Menariknya pembahasan atas perjanjian penempatan tenaga kerja secara out
sourching, karena perjanjiar pcnempatan tenaga kerja secara out sourching diadakan
oleh pemberi kerja kepada penerima pekerjaan dengan beberapa tahapaa. Perjanjian
kerja juga memberikan suatu sebab akibat kepada para. pihak untuli melakukan
prestasi, serta melakukan tuntutan wanprestasi apabila salah satu pihak tidak
melaksanakan prestasinya dan mengakibatkan kerugian kepada pihak lainnya.

Sebagaimana diterangkan di atas untuk sahnya sebuah perjanjian maka
dibutuhkan kesepakatan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut dengan
membubuhkan tanda tangannya sebagai tanda persetujuan perjanjian tzrsebut telah
memiliki kekuatan hukum. Kapankah perjanjian tersebut mengikat dan bagaimana
kekuatan penandatangan atas perjanjian tersebut merupakan ¢ iatu hal yang menarik
untuk dibahas lebih lanjut.

Selain keadaan sebagaimana dijelaskan di atas perjanjian kerja secara out
sourching juga memberikan kondisi kurangnya pelaksanaan jaminan sosial atas diri
pekerja yang dikontrakkan. Hal ini disebabkan karena dari hesil penelitian

pendahuluan tenaga kerja yang ditempatkan secara out sourching tidak diberikan
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- Kerja berarti perbuatan melakukan sesuatu pekerjaan, sesuatu yang dilakukan
untuk mencari natkah. *

- Di PT. Matahari Putra Prima, Tbk Plaza Medan Fair Medan adalah merupakan
lokasi penelitian penulis.

Dengan uraian tersebut maka dapat dikatakan bahwa pembahac i di dalam

skripsi ini adalab tentang  bagaimana akibat hukum  yang diterbitkan dengan

ditandatangani perjanjian kerja secara out sourching dengan mengadakan penelitian

pada PT. Matahari Putra Prima, Tbk Plaza Medan Fair Medan.

B. Alasan Pemilihan Judul
Dalam membahas judul di atas ada beberapa dasar yang menjadi landasan
alasan pemilihan judul yaitu :

Sebagairana dijelaskan bahwa out sourching timbul kepermukaan karena
kepentingan pengusaha untuk dapat lebih mengurus operas.onal perusahaan secara
maksimal, tetapi secara langsung pula memberikan pengaruh kurang terlindunginya
kepentingan pekerja karena adanya kesempatan bagi perusahaan untuk menghentikan
kontrak kerja. Berdasarkan kenyataan tersebut penulis ingin mengetahui praktek out
sourching khususnya dalam kajian hukum ketenagakerjaan.

Kenyataan yang ditemukan bahwa kontrak kerja secara out sourching oleh

Undang-Undang Ketenagakerjaan hanya diperbolehkan untuk dua kali kontrak kerja.

3 Indrawan, Op.Cit, hal. 300,
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Terjadinya proses perjaniic. kerja secara out sourching baik itu antara perusahaan
penerima tenaga kerja, perusahaan sub kontraktor dan pekerja serdiri didahului
dengan perjanjian antara perusahaan penerima tenaga kerja dengan perusahaan sub
kontraktor, baru selanjutnya perjanjian antara sub kontraktor dengan tenaga kerja
yang akan ditempatkan.

Pclaksanan pemberian perlindungan terhadap hak-hak tenaga kerja yang

ditempatkan secara out sourching kurang terpenuhi.

E. Tujuan Pembahasan

Adapun tujuan pembahasan yang dilakukan dalam pembahasan skripsi ini

adalah pada dasarnya :

Pelaksanan pemberian perlindungan jaminan sosial tenaga kerja yang yang
d’tempatkan secara out sourching belum menunjukkan bahwa tenaga kerja yang
ditempatkan secara out sourching tersebut dilindungi.

Sebagai suatu pemenuhan persyaratan untuk menjalani ujian skripsi ini di Fakultas
Hukum Universitas Medan Area dalam hal mencapai gelar sarjana Hukum dengan
program pendidikan S-1 Bidang Hukum Keperdataan.

Schagai bentuk sumbangsih kepedulian penulis terhadap perkembangan hukum
serjanjian  dalam bidang perjanjian kerja khususnya perjanjian kerja secara out

sourching.
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Sebagai bahan masukan kepada masyarakat dan saya sendiri tentang bagaimana
sebenamya pengaturan tentang hukum perjanjian penempatan tenaga kerja secara

outsourcing.

Metode Pengumpulan data

Dalam penulisan skripsi ini penulis mempergunakan metoae penelitian

dengan cara :

1.

G.

Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research).

Pada metode penelitiw. ini penulis mendapatkan data masukan d:ri berbagai
bahan-bahan bacaan yang bersifat teoritis ilmiah, baik itu dari literatur-literatur,
peraturan-peraturan maupun juga dari majalah-majalah dan bahan perkuliahan
penulis sendiri.

Metode Penelitian Lapangan (Field Research)

Pada penelittan lapangan iri penulis turun langsung pada objek penelitian yang
merupakan studi kasus dalam skripsi ini yaitu pada PT. Matahari Putra Prima, Tbk
Plaza Medan Fair Medan baik dengan wawancara yang dilakukan dengan pihak
yang berwenang maupun dengan cara mempelajari perjanjian kerja yang terdapat
di PT. Matahari Putra Prima, Tbk dengan pihak PT. Jaya Garment Sukses Makmur

Medan.

Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini penvlis bagi dalam lima bab yang
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masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, yaitu :

BAB I. PENDAHULUAN.
Dalam bab yang pertama ini diuraikan tentang ;
Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan pemilihan Judul, Permasalahan,
Hipotesa. Tujuan Pembahasan Metode Pengumpulan Data serta
Sistematika Penulisan.

BAB 1.  TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANIJIAN
Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Pengertian Perjanjian, Syarat
Sahnya Perjanjian, Jenis-Jenis Perjanjian, Akibat Perjanjian serta,
Wanprestasi.

BABIII. TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN KERJA DAN OUT
SOURCHING
Yang dibahas Jalam bab ini adalah tentang : Pengertian Out Sourching,
Pengertian Perjanjian Kerja, Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Kerja, serta
Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja

BAB 1V, AKIBAT HUKUM DENGAN DITANDATANGINYA PERJANJIAN
KERJA SECARA OUT SOURCHING
Dalam bab ini akan diraikan tentang : Perjanjian Kerja Secara Out
Sourching, Jenis Lapangan Pekerjaan Yang Dibuat Secara Out
Sourching, Pelaksanaan Perjanjian <{erja Secara Out Sourching
Diht hungkan Dengan Hak-Hal Normatif Pekerja serta Penyelesaian
Sengketa.
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Menurut pengertian singkat di atas dijumpai di dalamnya beberapa unsur yang
memberi wujud pengertian perianjian, antara lain “hubungan hukum (rechtbe:trekking)
yang menyangkut Hukum Kekayaan antara dua orang (persoon) atau lebih, yang
memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatv prestasi”.

Kalau demikian, perjanjian adalah hubungan hukum/rechtbetrekking yang oleh
hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara perhubungannya. Oleh karena itu
perjanjian yang mengandung hubungan hukum antara perseorangan/person adalah hal-
hal yang terletak dan berada dalam lingkungan hukum perdata.

[tulah sebabnya hubungan hukum dalam perjanjian, bukan suatu hubungan
yang dapat timbul dengan sendirinya seperti yang dijumpai dalam harta benda
kekeluargaan. Dalam hubungan hukum kekayaan keluarga, dengan sendirinya timbul
hubungan hukum antara anak dengan kekayaan orang tuanya seperti yang diatur dalam
hukum waris. Lain halnya dalam perjanjian. Hubungan hukum antara pihak yang satu
dengen yang lain tidak bisa timbul dengan sendirinya. Hubungan itu tercipta oleh
karena acanya tindakan hukum/rechtshandeling. Tindakan/perbuatan hukum yang
dilakukan olch pihak-pihaklah yang menimbulkan hubungan hukum perjanjian,
sehingga terhadap satu pihak diberi hak oleh pihak yang lain untuk memperoleh
prestasi. Sedangkan piha. yang lain itupun menyediakan diri dibebani dengan
kewajiban untuk menunaikan prestasi.

Jadi satu pihak memperoleh hak/recht dan pihak sebelah lagi memikul
xewajiban menunaikan prestasi. Prestasi ini adalah objek atau voorwerp dari

verbintenis. Tanpa prestasi, hubungan hukum y.ng dilakukan beidasar tindakan
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hukum, sama sekali tidak mempunyai arti apa-apa bagi hukum perjanjian. Pihak yang
berhak atas prestasi mempunyai kedudukan sebagai schuldeiser atau kreditur. Pihak
yang wajib menunaikan prestasi berkedudukan sebagai schuldenaar atau debitur.

Karakter hukum kekayaan/harta benda ini bukan hanya terdapat dalam hukum
perjanjian. Malahan dalam hubungan keluarga, hukum kekayaan mempunyai karakter
yang paling mutlak.

Akan tetapi seperti yang telah pernah disinggung di atas, karakter hukum
kekayaan dalam harta benda keluarga adalah lahir dengan sendirinya, semata-mata
karena ketentuan undang-undang. Vermogenrecht / hukum kekayaan yang bersifat
pribadi dalam peganjian/verbintenis baru bisa terciptg apabila ada tindakan
hukum/rechthandeling.

Sekalipun yang menjadi objck atau vorrwerp itu merupakan benda, namun
hukum nerjanjian hanya mengatur dan mempermasalahkan hubungan benda/kekayaan
vang menjadi objek perjanj.an antara pribadi tertentu (bepaalde persoon).

Sclanjutnya dapat dilihat perbedaan antara hukum benda/zakenrecht dengan
hukum perjanjian sebagai berikut :

1. Hak kebendaan melekat pada benda dimana saja benda itu berada, jadi mempunyai

droit de suite.

(8]

‘Semua orang secara umum terikat oleh suatu kewajiban untuk menghormati hak

sescorang atas benda tadi, in violable et sacre.

122

Si empunya hak atas benda, dapat melakukan s gala tindakan sesukanya atas

benda tersebut.
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ke

Perjanjian tanpa kekuaian hukum (zonder rechtwerking).

Perjanjian tanpa kekuatan hukum ialah perjanjian yang ditinjau dari segi
hukum perdata tidak mempunyai akibat hukum yang mengikat. Misalnya
perjanjian keagamaan, moral, sopan santun dan sebagainya.

Perjanjian yang mempunyai kekuatan hukum tak sempurna seperti natuurlijke
verbintenis.

Ketidak sempurnaan daya hukumnya terletak pada sanksi memaksanya, yaitu
atas keengganan debitur memenuhi kewajiban presta: i, kreditur tidak diberi
kemampuan oleh hukum untuk memaksanakan pemenuhan prestasi. Jadi tidak
dapat dipaksakan.

Verbintenis yang sempurna daya kekuatan hukumnya, Disini pemenuhan
dapat dipaksakan kepada debitur jika ia ingkar secara sukarela melaksanakan
kewajiban prestasi. Untuk itu kreditur diberi hak oleh hukum menjatuhkan
sanksi melalui tuntutan eksekusi pelaksanaan dan eksekusi riel, ganti rugi
serta uang paksa. ’

B. Syarat Sahnya Perjanjian

Untuk sahnya sustu perjanjian harus dipenuhi ketentuan-ketentuan yang

diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu :

1.

‘)

Sepakat mercka yang mengikatkan dirinya
Cakap untuk membuat suatu perjanjian
Mengenai suatu hal tertentu

S.utu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai

orang-orangnya atau subyeknya yang mengadikan perjanjian, sedangkan dua

svarat yang terahir dinamakan syarat objetif karena mengenai perjanjian sendiri

»leh obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

’ 1bid, hal. 12.
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Semua mengandung arti meliputi seluruh perjanjian, baik yang namanya
dikenal maupun yang tidak dikenal oleh undang-undang. Asas kebebasan oerkontrak
berhubungan dengan isi perjanjian yaitu kebebasan menentukan apa dan dengan siapa
perjanjian itu diadakan. Perjanjian yang diperbua, sesuai dengan Pasal 1320 KUH
Perdata ini mempunyai kekuatan mengikat.

Selanjutnya di dalam ayat (2) dijelaskan “persetujuan-persetujuan itu tidak
dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-
alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”.

Kebebasan berkontrak adalah berlatar belakang pada paham individualisme.
Menurut paham ini setiap orang bebas untuk memperoleh apa yang dikehendakinya.
Di dalam hukum perjanjian falsafah ini diwujudkan dalam kebebasan berkontrak.
Penga’ iran isi perjanjian tidak semata-mata dibiarkan kepada para pihak, akan tetapi
perlu diawasi oleh pemerintah sebagai pengemban kepentingan umum menjaga
keseimbangan kepentingan individu dan kep:ntingan masyarakat. Melalui
nenerobosan hukum perjanjian oleh pemerintah terjadi pergeseran hukum perjanjian
ke bidang hukum publik.

Perjanjian yang diadakan dengan kata sepakat yang cacat itu dianggap tidak
mempunyai nilat. Lain halnya dalam suatu paksaaan yang bersifat relatif, dimana
wang yang dipaksa itu masih ada kesempatan apakah ia akan mengikuti kemauan

rang yang memaksa atau menolaknya, sehingga kalau tidak ada persetujuan dari
wang yang dipaksa itu maka jelas bahwa persetujuan vang telah diberikan itu adalah

wersetujuan yang tidak sempurna, yaitu tidak memenuh. syarat-syarat yang ditentukan
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dalam ™asal 1320 KUH Perdata.

Paksaan seperti inilah yang dimaksudkan undang-undang dapat dipergunakan
sebagai alasan untuk menuntut batalnya perjanjiwn, yaitu suatu paksazan yang
membuat persetviuan atau perizinan diberikan, tetapi secara tidak benar.

Mengenai kekeliruan atau kesilapan undang-undang tidak memberikan
penjelasan ataupun pengertian lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan
kekeliruan tersebut. Untuk itu penulis harus melihat pendapat doktrin yang mana
telah memberikan pengertian terhadap kekeliruan itu, terhadap sifat-sifat pokok
vang terpenting dari obyek perjanjian itu. Dengan perkataan lain bahwa kekeliruan itu
terhadap unsur pokok dari barang — barang yang diperianjikan yang apabila diketahui
atau seandainya orang itu tidal silap mengenai hal-hal tersebut perjanjiann itu tidak
akan diadakan. Jadi sifat pokok dari barang yang diperjanjikan itu adalah merupakan
motif yang mendorong pihak-pihak yang bersangkutan untuk mengadakan perjanjian.

Sesuatu kekeliruan atau kesilapan untuk dapat dijadikan alasan suna menuntut
nembatalan perjanjian maka haruslah dipenuhi persyaratan bahwa barang- barang yang
menjadi pokok perjanjian 1tu dibuat, sedangkan sebagai pembatasan yang kedua
dikemukakan oleh doktrin adalah adanya alasan yang cukup menduga adanya
«ckeliruan atau dengan kata lain bahwa kesilapan itu harus diketahui oleh lawan, atau
saling sedikit pihak lawan itu sepatutnya harus mengetahui bahwa ia sedang
serhadapan dengan seseorang yang silap.

Misalnya si penjual luki an harus mengetahui bahwa si pembelinya mengira

bahwa lukisan itu adalah buah tangan asli dari Basuvki Abdullah dan ia
memberikan pembeli itu dalam kesilapannya. Atau dalam hal penyanyi yang
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pengadilan tanpa izin atau bantuan dari suaminya sudah tidak berlaku lagi.

Dalam hal perjanjian-perjanjian yang dibuat cleh mereka yang tergolong tidak
cakap ini, pembatalan perjanjian l;anya dapat dilakukan oleh mereka yang dianggap
tidak cakap itu sendiri, sebab undang-undang beranggapan bahwa perjanjian ini
dibatuinan secara sepihak, yaitu olel pihak yang tidak cakap itu sendiri, akan tetapi
apabila pihak yang tidak cakap itu mengatakan bahwa perjanjian itu berlaku penuh
baginya, akan konskwensinya adalah segala akibat duri perjanjian yang dilakukan oleh
mereka yang tid 'k cakap dalam arti tidak t >rhak atau tidak berkuasa adalah bahwa
pembatalannya hanya dapat dimintakan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Pembatalan terhadap orang-orang tertentu dalam hal lfecakapan membuat suatu
perjanjian sebagaimana dikemukakan Pasal 1330 KUH Perdata tersebut, kiranya dapat
kita mengingat bahwa sifat dari peraturan hukum sendiri pada hakekatnya selalu
mengejar dua tujuan yaitu rasa keadilan di satu pihak dan ketertiban hrikum dalam
masyarakat di pihak lain. Bilamana dari sudut tujuz1 hukum yang pertama ialah
mengejar rasa keadilan men.ang wajarlah apabila orang yang membuat suatu
perjanjian dan nantinya terikat oleh perjanjian itu harus pula mempunyai cukup
kemampuan untuk menginsyapi akan tanggung-jawab yang harus dipikulkan dan
tujuan yang satu inilah akan sulit diharapkan apabila orang-orang yang merupakan
nihak dalam suatu perjanjian itu adalah orang-orang di bawah umur atav orang sakit
agatan atau pikiran yang pada umumnya dapat dikatakan sebagai belun atau tidak

lzpat menginsyafi apa sesungguhnya tanggung-jawab itu.
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Jumlah perjanjian ini ‘idak terbatas. Lahirnya perjanjian ini adalah berdasarkan

asas kebebasan mengi.dakan perjanjian o au partij otonomi yang berlaku di dalam

hukum perjanjian. Salah satu contoh dari perjanjian ini adalah perjanjian sewa beli.

Perjanjian campuran (contractus sui generis).

Sehubungan dengan perbedaan di atas perlu dibicarakan perjanjian campuran.

Perjanjian campuran ialah perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian,

misalnya pemilik hotel yang menyewakan kamar (sewa-menyewa), tetapi

menyajikan makanan (jual beli) dan juga men berikan pelayanaa. Terhadap
perjanjian campuran itu ada berbagai paham.

a. Mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan menge':nai perjanjian  khusus
diterapkan secara analogis sehingga setiap unsur dari petjanjian khusus tetap
ada (contractus sui generis).

b. Mengatakan bahwa F _tentuan-ketentuan yang dipakai adalah ketentuan-
ketentuan dari perjanjian yang paling menentukan (teori absorpsi).

c. Mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan undang-undang yang diterapkan
terhadap perjanjian campuran itu adalah ketentuan undang-undang yang

berlaku untuk itu (teori kombinasi).

t

Perjanjian obligatoir.

Perjanjian obligatoir adalah perjanjian antara pihak-pihak yang mengikatkan diri
untuk melakukan penyerahan kepada pihak lain (perjanjian yang menimbulkan
pertkatan). Menurut KUH Perdata, perjanjian jual beli saja belum mengakibatkan

beralihnya hak milik dari penjual kepada pembeli. Untuk beralihnya hak milik atas
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menuru’ hukum atau secara sah adalah mengikat. Yang dimaksud dengan secara sah
disini ialah bahwa perbuatan perjanjian harus mengikuti apa yang ditentukan oleh
Pasal 1320 KUH Perdata.

Akibat dari apa yang diuraikan pada ayat 1 tadi melahirkan apa yang disebut
pada ayat (2), yaitu perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali secara sepihak kecuali
kesepakatan antara keduanya. Dalam ayat 1 dan ayat 3 terdapat asas kedudukan yang
seimbang diantara kedua belah pihak.

Undang-undang mengatur tentang isi perjanjian dalum Pasal 1329 KUH
perdata. Dari dua ketentuan ini, disimpulkan bahwa isi perjanjian terdiri dari elemen-
clemen sebagai berikut :

[. Isi perjanjian,
2. Kepatuhan
3. Kebiasaan.

[si perjanjian ialah apa yang dinyatakan secara tegas oleh kedua belah pihak di
dalam perjanjian itu. Kepatuhan adalah ulangan dari kepatuhan yang terdapat dalam
Pasal 1338 KUH Perdata.

Kebiasaan adalah yang diatur dalam Pasal 1339 KUH Perdata berlainan
dengan yang terdapat dalam Pasal 1347 KUH Perdata. Kebiasaan yang tersebut dalam
Pasal 1339 KUH Perdata bersifat umum, sedangkan yang disebut Pasal 1327 KUH
perdata 1alah kebiasan yang hidup di tengah masya akat khusus (bestending

gebruikelijk beding), misalnya pedagang.
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improvement process (proses peningkatan berkelan,utan). BPR dilakukan untuk
memberikan respons atas perkembangan ekonomi secara global serta kemajuan
teknologi yang pesat yang menimbulkan persaingan global yang sangat }etat.

Di bidang ketenagakerjaan outsourcing dapat diterjemahkan sebagai
pemanfaatan tenaga kerja untuk memproduksi atau melaksanakan suatu pekerjaan oleh
suatu perusahaan, melalui perusahaan penyedia.pengerah tenaga kerja. Ini berarti ada
dua perusahaan yang terlibat, yakni perusahaan yang khusus menyeleksi, melatih dan
mempekerjakan tenaga kerja yang menghasilkan suatu produk/jasa tertentu untuk
kepentingan perusahaan lainnya. Dengan demikian, perusahaan yang kedua tidak
mempunyai hubungan kerja langsung dengan tenaga kerjg yang bekerja padanya,
hubungan hanya melalui perusahaan penyedia tenaga kerja.

Istilah outsourcing tidak ditemukan secara langsung dalam Undang-Undang
No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam Pasal 64 Undang-Uadang No. 13
Tahun 2003 hanya dikatakan “Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan
pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau
penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis”.

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, maka owtsourcing atau yang disebut
dengan pcrjanjian pemborongan pekerjaan dapat dikatc gorikan dalam dua kelompok,
vaitu: penyerahan suatu pekerjaan oleh suatu perusahaan kepada perusahaan lain
untuk dikerjakan di tempat di perusahaan lain tersebut, atau penyediaan jasa pekeria
oleh perusahaan penyedia jasa pekerja, yang dipekerjakan pada perusahaan lain yang

membutuhkan. Yang pertama titik beratnya terletak titik beratnya pada produk
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kebendaan, sedangkan yang kedua lebih pada orang-perorangan yang jasanya
dibutuhkan.

Penempatan tenaga kerja secara outsourcing disebabkan kebutuhan akan
lapangan pekerjaan yang sedemikian tinggi, yang tidak diikuti ¢ leh tingkat penyediaan
lapangan kerja baru. Sementara di sisi yang lain pertumbuhan penduduk yang
sedemikian besar memberikan akibat semakin sempitnya kompetisi memasuki
lapangan kerja dan murahnya ongkos dari tenaga kerja tersebut.

Efektivitas tersebut kian terasa disebabkan kebutuhan perusahaan juga
melibatkan dirinya dalam bentuk outsourcing. Perusahaan secara umum ingin
cfektivitas produktivitas tenaga kerjanya dapat berjalan c_lengan baik tanpa harus
nersusah-susah melakukan seleksi atas tenaga kerjanya. Keadaan tersebut memberikan
zkibat perusahaan harus melakukan sistem outsourcing terhadap pegawainya, karena
Jengan sistem tersebut perusahaan menghindari dirinya dari kewajiban-kewajiban
:erhadap tenaga kerja, seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan kesehatan kerja dan
ain sebagainya.

Pelaksanaan  penempatan  tenaga kerja secara outsourcing memberikan
canggungzjawab  terhadap hak-hak pekerja oleh perusahaan yang melakukan
senempatan tenaga  kerja tersebut sementara perusahaan dimana tcnaga kerja
fitempatkan hanya memiliki hubungan kerja dengan perusahaan outsourcing semata.
Jedi dalam hal ini ada pengaliban risiko antara perusahaan dimana tenaga kerja
ekerja dengan perusahaan dimana si tenaga kerja memiliki keterikatan dalam bidang
cetenagakerjaan.
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B. Pengertian Perjanjian Kerja

Hubungan kerja adalah hubungan antara seorang buruh dengan seorang
majikan. Hubungan kerja menunjukkan kedudukan kedua belah pihak itu yang pada
dasarnya menggambarkan hak-hak dan kewajiban-] ewajiban buruh terhadap majikan
serta nak-hak dan kewajiban majikar terhadap buruh.

Hubungan kerja terjadi karena ada perjanjian kerja antara buruh dan majikan
yaitu suatu perjanjian dimana pihak yang satu yaitu buruh mengikatkan diri untuk
bekerja menerit '@ upah pada pihak laiinya yaitu majikan dan pihak buruh
mengikatkan diri untuk melakukan pekerjaan di bawah pimpinan majikan. Di dalam
Hukum Perburuhan di Indonesia ada beberapa peraturan yang mengatur perjanjian
kerja antara lain dikemukakan seperti di bawah ini:

I. Pasal 1601 a dan Pasal 1601 b Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu, buruh
mengikatkan diri untuk bekerja pada pihak yang la n majikan selama suatu waktu
tertentu dengan menerima upah (Pasal 1601 a KUH Perdata).

2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan. Undang-Undang ini adalah undang-undang baru di bidang
ketenagakerjaan yang mencabut semua peraturan tentang ketenagakerjaan.
Undang-undang ini disahkan di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2003 dan dimuat
dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 39.

Dalam Pasal 1 (14) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 disebutkan perjanjian
kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja
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juga berbeda. Di Indonesia dipilih batas uraur minimum 10 tahun tanpa batas umur
maksimum . Dengan perkataan lain tenaga kerja di Indonesia adalah seiiap penduduk
vang berumur 10 tahun atau lebih, sedang penduduk yang berumur di bawah 10 tahun
digolongkan sebagai bukan tenaga kerja.

Pemilihan 10 tahun sebagai batas umur minimum adaluh berdasarkan
<enyataan bahwa dalam umur tersebut sudah banyak penduduk berumur muda,
ierutama di desa-desa, yang sudah bekerja atau mencari pekerjaan. Misalnya dalam
iahun 1971, diantara penduduk kota dalam batas umur 10 tahun sampai 14 tahun
ierdapat 7,1 persen yang tergolong bekerja atau mencari pekerjaan, sedang diantara
oenduduk desa terdapat 18 persen. Dengan kata lain sekit: r 16 persen penduduk kota
ian desa dalam kelompok umur 10— 14 tahun ternyata telah bekerja atau mencari
nekerjaan.

Demikian juga di Indonesia tidak menganut batas umur maksimunm. Alasannya
zdalah bahwa Indonesia belum mempunyai jaminan sosial secara nasional, hanya
sebagian kecil penduduk Indonesia yang menerima tunjangan hari tua, yaitu pcgawai
negeri dan sebagian kecil perusahaan swasta.

Bagi golongan inipun, pendapatan yang mereka terima tidak mencukupi
<cbutuhan mereka sehari-hari. Oleh karena itu mereka yang telah mencapai usia
~ensiun biasanya tetap masih harus bekerja. Dengin kata lain sebagian besar
senduduk dalam usia pensiun masih aktif dalam kegiatan ekonomi dan o'eh sebab itu

miereka tetap digolongkan sebagai tenaga kerja.
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yang datangnya dari pelaksanaan pekerjaan yang ia sukai dan yang dapat ia
lakukan dengan sebaik mungkin untuk mana ia mendapat penghargaai.
Berdasarkan prinsip inilah kepada tiap tenaga kerja diberikan kebebasan memilih
pekerjaan yang sesuai. Dalam hubungan ini harus diluksanakan untuk membantu
tenaga kerja dalam mc.a_adakan penyesuaian pekerjaan.

Tiap tenaga kerja berhal atas pembinaan keahlian dan kejujuran untuk memperoleh
serta menambah keahlian dan keterampilan kerja, sehingga potensi dan daya
kreasinya dapat dikembangkan dalam rangka mempertinggi kecerdasan uan
keterampilan kerja sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembinaan
bangsa.

Hal ini diperlukan karena untuk pembangunan ekonomi pada umumnya, industri
pada khususnya, diperlukan tenaga kerja yang mempunyai keahlian/kejujuran,
karena keterampilan kerja akan memungkinkan tercapainya efisiensi, dan
peningkatan  produktivitas kerja. Karena tanpa adanya efisiensi kerja akan
mencapai - sasaran  dan  mengakibatkan  merosotnya hasil produksi serta
penghamburan dana , tenaga dan waktu.

‘Tiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan, kesehatan,
kesusilaan, pemeliharaan moril kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat
manusia dan moral agama.

Maksudnya supaya aman di dalam melakukan pekerjaan sehari-hari dalam rangka
meningkatkan produksi dan produktivitas nasional, maka tenaga kerja harus

dilindungi dalam pelbagai persoalan di sekitarnya yang dapat mengganggu dalam
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usaha penanggulangan pengangguran sebagai akibat tingkat pertumbuhan
angkatan kerja yang cukup tinggi dibaauding pertumbuhan ekonomi yang masih
belum seimibang.
Atas dasar itulah penanganan masalah ketenagakerjaan dititikberatkan kepada
upaya penempatan kerja melalui jalur-jalur kesempatan kerja sebagai berikut :
- Pendaltaran pengangpuran
- Bursa tenaga kerja
- AKAD (Antar Kerja Antar Daerah).
AKAN (Antar Kerja Antar Negara ).
2. During Employment (dalam hubungan kerja), meliputi :
a. Hubungan Kerja.
Sejak campur tangan pemerintah dalam masalan hubungan kerja, maka hukum
ketenagakerjaan yang mengatur semua aspek hubungan ketenagakerjaan
bergeser  arahnya  dari aspek  hubungan  ketenagakerjaan  privat  menjadi
hubungan publik, akan tetapi tetap menjamin kebebasan tenaga kerja dalam
bidang ketenagakerjaan, seperti memilih bidang kerja yang sesuai.
Perjanjian kerja merupakan pangkal tolak daripada perkembangan hukum
ketenagakerjaan dewasa ini dan untuk masa yang akan datang, guna
mendewasakan asas demokrari yang berintikan musyawarah untuk mufakat.
Sekalipun tidak ada kewajiban untuk membuat perjanjian kerja, namun dalam
prakiek perjanjian kerja dibuat oleh pekerja Can pengusaha untuk terwujudnya

kepastian dan keadilan terhadap perja~yjian kerja.
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Perjanjian kerja antara tenaga kerja dengan pengusaha ini sangat diperlukan

untuk :

- Memberikan la 1dasan pada jiwa Falsafah Pancasila

- Memberikan arah agar perjanjian kerja benar-benar menciptakan kondisi
yang lebih mantap dalam hubungan kerja.

- Agar pithak-pihak yang bersangkutan dapat menikmati suasana serta iklim
ketertiban hukum yang berintikan keadil n.

b. Syarat-syarat kerja.

Perjanjian kerja bersama (kesepakatan kerja bersama) adalah merupakan

peraturan induk bapi angpota Serikat Pekerja di satu pihak dengan pengusaha

atau perk ‘mpulan sengusaha di pihal lain, baik yang telah maupun yang akan

diselenggarakan.

Kesempatan kerja bersama (KKB) pada umumnya memuat syarat-syarat yang

harus diperhatikan dalam membuat perjanjian kerja di kemudian hari.

Di samping KKB, setiap perusahaan yang mempekerjakan 25 orang tenaga

kerja atau lebih wajib membuat peraturan perusahaan. Hal ini tercantum di

dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri tenaga <erja No. 2 tahun 1978.

Di dalam membuat peraturan perusahaan, pengusaha harus berkonsultasi

dengan karyawan-karyawannya. Peraturan perusahaan ini memuat ketentuan-

ketentuan tentang  syarat-syarat kerja serta tata tertib perusahaan, dan hal-hal

yang dianggap perlu oleh tenaga kerja dan pengusaha untuk dicantumkan di

dalamnya.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

I. Pelaksanaan pencmpa.an tenaga kerja secara out sourching oleh pervsahaan
rekanan PT. Matahari Putra Prima Tbk. Dengan cara dilakukannya kerjasamu
antara perusahaan penerima tenaga kerja yaitu PT. Matahan Putra Prima Tbk.
dengan perusahaan rckanan, selanjutnya perusahaan rekanan membuka
lowongan tentang jenis pekerjaan yang dibutuhkan. Atas adanya permohonan
tersebut maka dilakukan seleksi dan selanjut hubungan kerja. Setelah selesai
pelaksanaan hubungan kerja maka diadakan penempatan tenaga kerja sesuai
Jengan kebutuhan permintaan pangsa tenaga kerja perusahaan rekanan.

2. Pelaksanaan Perjarjian Kerja secara out sourching di PT. Matahari Putra
prima, Tbk Dihubungkan Dengan Ha..-Hak Normatif Pekerja meliputi :
a. Uang Pesangon,
b. Uang jasa
¢. Ganti kerugian
d. Upah
¢. Kelebiban jam kerja.

3. Akibat hukum dalam penandatangan perjanji: 1 kerja secara out sourching
menurut hukum perdata, maka pihak-pihak yang menandatangani perjanjian

yaitu pekerja dan majikan terikat kepada kesepakatan yang mereka buat.
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